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MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG

EKSPORTIR DAN IMPORTIR YANG BEREPUTASI BAIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Eksportir dan

Importir yang Bereputasi Baik;

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik  Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.04/2014
tentang Operator Ekonomi Bersertifikat
(Authorized  Economic  Operator) (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1922);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2015
tentang Mitra Utama Kepabeanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1899)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 211/PMK.04/2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
229/PMK.04 /2015 tentang Mitra Utama Kepabeanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
2095);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan
Kegiatan Perdagangan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 338);




Menetapkan :

11.

-

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata
Kerja  Kementerian Perdagangan  (Berita  Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
EKSPORTIR DAN IMPORTIR YANG BEREPUTASI BAIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

L8

Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun
tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak,
baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan,
dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau
dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari
daerah pabean.

Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam
daerah pabean.

Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum
maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor.
Eksportir Bereputasi Baik adalah Eksportir yang memiliki
rekam jejak kepatuhan yang baik dalam pelaksanaan
peraturan perundang-undangan di bidang Ekspor.
Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum
maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor.
Importir Bereputasi Baik adalah Importir yang memiliki
rekam jejak kepatuhan yang baik dalam pelaksanaan
peraturan perundang-undangan di bidang Impor.
Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan
kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan

usaha dan/atau kegiatannya.
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Angka Pengenal Importir Produsen, yang selanjutnya
disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai Importir
produsen.

Angka Pengenal Importir Umum, yang selanjutnya
disingkat API-U adalah tanda pengenal sebagai Importir
umum.

Sistem Indonesia National Single Window yang
selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik
yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi
berkaitan dengan proses penanganan dokumen
kepabeanan, dokumen  kekarantinaan, dokumen
perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan,
dan dokumen lain, yang terkait dengan Ekspor dan/atau
Impor, yang menjamin keamanan data dan informasi
serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem
internal secara otomatis.

Sistem INATRADE adalah sistem Pelayanan Terpadu
Perdagangan pada Kementerian Perdagangan yang
dilakukan secara online melalui portal
http://inatrade.kemendag.go.id.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan
Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

Tim Penilai adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri untuk
melakukan penilaian dalam rangka penetapan Eksportir
Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik, serta
evaluasi dan penilaian kepatuhan atas Eksportir
Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik yang telah

ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 2
Menteri menetapkan Eksportir Bereputasi Baik dan

Importir Bereputasi Baik yang dapat diberikan

kemudahan Perizinan Berusaha.



http://inatrade

(2)

(3)

(1)

350

Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian
dapat merekomendasikan Eksportir dan/atau Importir
kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk dapat
ditetapkan sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan/atau
Importir Bereputasi Baik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Penetapan Eksportir Bereputasi Baik dan Importir
Bereputasi Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 3

Untuk dapat ditetapkan sebagai Eksportir Bereputasi

Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Eksportir

harus memenuhi kriteria:

a. telah memenuhi kewajiban laporan realisasi atas
seluruh Persetujuan Ekspor yang telah dilakukan
untuk masing-masing komoditi dalam 1 (satu) tahun
terakhir sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. mendapatkan status valid dalam konfirmasi status
wajib pajak dari kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan selama 2
(dua) tahun terakhir;

c. pelaksanaan Ekspor Barang dalam 2 (dua) tahun
terakhir sesuai dengan bidang usaha atau nature of
business;

d. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa
pencabutan perizinan terhadap pelanggaran
peraturan di bidang Ekspor sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan selama 2 (dua) tahun
terakhir;

e. tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa
peringatan tertulis, penangguhan perizinan atau
pembekuan perizinan terhadap pelanggaran
peraturan di bidang Ekspor sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan
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f. tidak pernah dikenai sanksi pidana di bidang
perdagangan.

Eksportir yang telah memenuhi kriteria sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai Eksportir

Bereputasi Baik oleh Direktur Jenderal atas nama

Menteri Perdagangan.

Dalam hal Eksportir:

a. telah mendapatkan pengakuan sebagai Operator
Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator
atau pengakuan sebagai Mitra Utama Kepabeanan
(MITA) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan; atau

b. pernah menerima Penghargaan Primaniyarta dari
Menteri mulai tahun 2018,

Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan

Eksportir Bereputasi Baik.

Pasal 4

Untuk dapat ditetapkan sebagai Importir Bereputasi Baik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Importir harus

memenubhi kriteria:

a. merupakan Importir Produsen;

b. telah memenuhi kewajiban laporan realisasi atas
seluruh Persetujuan Impor yang telah dilakukan
untuk masing-masing komoditi dalam 1 (satu) tahun
terakhir sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

c. mendapatkan status valid dalam konfirmasi status
wajib pajak dari kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan selama 2
(dua) tahun terakhir;

d. pelaksanaan Impor Barang dalam 2 (dua) tahun
terakhir sesuai dengan bidang usaha atau nature of
business;

e. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa
pencabutan perizinan terhadap pelanggaran

peraturan di bidang Impor sesuai dengan ketentuan
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peraturan perundang-undangan selama 2 (dua) tahun
terakhir;

f. tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa
peringatan tertulis, penangguhan perizinan atau
pembekuan perizinan terhadap pelanggaran
peraturan di bidang Impor sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

g. tidak pernah dikenai sanksi pidana di bidang
perdagangan.

Importir yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai Importir

Bereputasi Baik oleh Direktur Jenderal atas nama

Menteri.

Dalam hal Importir telah mendapatkan pengakuan

sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized

Economic Operator) atau Mitra Utama Kepabeanan (MITA)

dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian

Keuangan, Direktur Jenderal atas nama Menteri

menetapkan Importir Bereputasi Baik.

Pasal 5

Penetapan sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan/atau
Importir Bereputasi Baik bagi Eksportir dan/atau
Importir yang telah memenuhi kriteria sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1)
berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan
penetapan sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan/atau
Importir Bereputasi Baik dicabut.

Penetapan sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan/atau
Importir Bereputasi Baik bagi Eksportir dan/atau
Importir yang telah mendapatkan pengakuan sebagai
Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic
Operatory atau Mitra Utama Kepabeanan (MITA) dari
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian
Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)

huruf a dan Pasal 4 ayat (3), berlaku sampai dengan:




(3)

(1)

(2)
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a. pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat
(Authorized Economic Operator) atau Mitra Utama
Kepabeanan (MITA) dicabut oleh Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai Kementerian Keuangan; atau

b. penetapan sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan
Importir Bereputasi Baik dicabut oleh Direktur
Jenderal atas nama Menteri.

Penetapan sebagai Eksportir Bereputasi Baik bagi

Eksportir yang mendapatkan Penghargaan Primaniyarta

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b

berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan

penetapan sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan

Importir Bereputasi Baik dicabut.

Pasal 6
Eksportir dan Importir yang ditetapkan sebagai Eksportir
Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan
kemudahan atas Perizinan Berusaha di bidang
perdagangan berupa penerbitan Perizinan Berusaha di
bidang Ekspor dan Impor secara elektronik dan otomatis.
Jenis Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik

bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dokumen

persyaratan yang diajukan secara elektronik pada saat

mengajukan permohonan penerbitan Perizinan Berusaha di

bidang Ekspor dan/atau Impor sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan melalui SINSW.
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(2)

Pasal 8

Dalam penetapan Eksportir dan Importir Bereputasi Baik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4,

Menteri membentuk Tim Penilai yang terdiri dari

perwakilan sebagai berikut:

a. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;

b. Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan
Tertib Niaga; dan

c. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional.

Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertugas:

a. melakukan identifikasi calon Eksportir Bereputasi
Baik dan Importir Bereputasi Baik untuk dilakukan
penilaian sesuai dengan persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1);

b. melakukan penilaian terhadap calon Eksportir
Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik atas
terpenuhinya persyaratan untuk dapat ditetapkan
sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan Importir
Bereputasi Baik;

c. memberikan usulan penetapan Eksportir Bereputasi
Baik dan Importir Bereputasi Baik berdasarkan hasil
penilaian persyaratan atau rekomendasi yang
disampaikan kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian;

d. melakukan evaluasi dan penilaian kepatuhan, dengan
cara:

1) memeriksa dokumen yang telah disampaikan
melalui  SINSW yang diteruskan ke sistem
INATRADE pada saat pengajuan permohonan
perizinan berusaha oleh Eksportir Bereputasi Baik
dan Importir Bereputasi Baik, dan

2) memastikan persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) tetap

terpenuhi; dan/atau
e. melaporkan hasil evaluasi dan penilaian kepatuhan

kepada Menteri.




(3)
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Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai dapat
melakukan audit, verifikasi lapangan dan/atau meminta
pertimbangan dari kementerian/lembaga lain, apabila

diperlukan.

Pasal 9

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)

bertugas dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sekali atau

sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.

(1)

(2)

(3)

Pasal 10

Penetapan sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan/atau
penetapan sebagai Importir Bereputasi Baik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibekukan apabila
berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian kepatuhan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d,
ditemukan Eksportir Bereputasi Baik dan Importir
Bereputasi Baik:
a. tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (1); dan/atau
b. sedang dalam penyidikan atas dugaan tindak pidana

di bidang perdagangan.
Selain berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian
kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
penetapan sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan/atau
penetapan sebagai Importir Bereputasi Baik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibekukan apabila
Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik
sedang dikenai sanksi di bidang kepabeanan oleh pejabat
pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian
Keuangan.
Terhadap Eksportir dan Importir yang telah dikenai
sanksi administratif berupa pembekuan penetapan
sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan Importir
Bereputasi Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2), tidak diberikan kemudahan dalam
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pelaksanaan Ekspor dan Impor Barang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6.

(4) Pembekuan terhadap penetapan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diaktifkan kembali

apabila Eksportir dan Importir:

a.

telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dalam jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung
sejak tanggal pembekuan;

telah dikeluarkan surat perintah penghentian
penyidikan atas dugaan tindak pidana di bidang
perdagangan dan/atau di bidang kepabeanan oleh
penyidik;

dinyatakan tidak bersalah atau dibebaskan dari
segala tuntutan hukum berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap; dan/atau

pengenaan sanksi dibidang kepabeanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut oleh
pejabat pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan.

(5) Penetapan sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan

Importir Bereputasi Baik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2) dicabut apabila Eksportir dan Importir:

a.

tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf b, setelah jangka
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung
sejak tanggal pembekuan;

menyalahgunakan Perizinan Berusaha di bidang
Ekspor atau Impor;

dinyatakan bersalah berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap atas tindak pidana di bidang perdagangan,;

dan/atau
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d. telah mendapatkan sanksi pembekuan penetapan
sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan Importir
Bereputasi Baik sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka
waktu 3 (tiga) tahun.

(6) Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan
penetapan sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan
Importir Bereputasi Baik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) dilakukan oleh
Direktur Jenderal atas nama Menteri melalui sistem

INATRADE yang diteruskan ke SINSW.

Pasal 11
Eksportir dan Importir yang telah dikenai sanksi pencabutan
sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi
Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5),
Eksportir dan Importir dapat mengajukan permohonan
kepada Menteri untuk ditetapkan kembali sebagai Eksportir
Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik setelah
memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) dan ayat (2), dan/atau Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)

setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

Pasal 12
Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan dapat melakukan monitoring terhadap
Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 13
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh)

hari terhitung sejak tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 276

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kem\qu}tqg an Perdagangan

J.«,;g\ﬁepa]"é\ iro Hpkum,

AV

esiasX )

<W

<

;- SriHariyati




LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

EKSPORTIR DAN IMPORTIR YANG BEREPUTASI BAIK

PERIZINAN BERUSAHA YANG DIBERIKAN KEMUDAHAN
BAGI EKSPORTIR DAN IMPORTIR YANG BEREPUTASI BAIK

I. PERSETUJUAN EKSPOR

2
o

PERSETUJUAN EKSPOR

Persetujuan Ekspor Beras Ketan Hitam

Persetujuan Ekspor Beras Medium

Persetujuan Ekspor Beras Organik

Persetujuan Ekspor Beras Premium

Persetujuan Ekspor Hewan dan Produk Hewan

Persetujuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar

Persetujuan Ekspor Bahan Bakar Lain

Persetujuan Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi

O| o N o | & W| | +—

Persetujuan Ekspor Sisa dan Skrap Logam

II. PERSETUJUAN IMPOR

NO PERSETUJUAN IMPOR
Persetujuan Impor Bahan Peledak Industri (Komersial)
2 Persetujuan Impor Barang Modal Tidak Baru Pemakai Dalam Rangka
Relokasi Industri (Bedol Pabrik)
3 Persetujuan Impor Beras - Keperluan Lain (Bahan Baku Industri)
4 Persetujuan Impor Beras - Keperluan Lain (BUMN)])
5 Persetujuan Impor Prekursor Non Pharmasi
6 Persetujuan Impor Bahan Berbahaya (B2) API-P
i Persetujuan Impor Barang Modal Tidak Baru Pemakai Langsung
Kelompok A - Usia Maks 20thn HS 84, 85,90
8 Persetujuan Impor Barang Modal Tidak Baru Pemakai Langsung
Kelompok A - Usia Maks 20thn HS 8418
9 Persetujuan Impor Barang Modal Tidak Baru Pemakai Langsung
Kelompok B - Usia Maks 20thn HS 4012, 8407, 8409, 8411, 88
10 Persetujuan Impor Barang Modal Tidak Baru Pemakai Langsung




NO PERSETUJUAN IMPOR
Kelompok C - Usia Maks 30thn HS 8901, 8903, 8904, 8905

11 Persetujuan Impor Barang Modal Tidak Baru Rekondisi Kelompok A -
HS 84 dan 85

12 Persetujuan Impor Barang Modal Tidak Baru Rekondisi Kelompok B -
HS 8511, 8704, 8705, 8716

13 Persetujuan Impor Barang Modal Tidak Baru Remanufakturing

14 Persetujuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk
Turunannya API-P

15 Persetujuan Impor BPO - Non Metil Bromida API-P

16 Persetujuan Impor Garam Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri

17 Persetujuan Impor Jagung - Bahan Pangan

18 Persetujuan Impor Jagung - Kebutuhan Pakan

19 Persetujuan Impor Limbah Non B3 Sebagai Bahan Baku Industri -
Kaca

20 Persetujuan Impor Limbah Non B3 Sebagai Bahan Baku Industri -
Karet

2 Persetujuan Impor Limbah Non B3 Sebagai Bahan Baku Industri -
Kertas

22 Persetujuan Impor Limbah Non B3 Sebagai Bahan Baku Industri -
Logam

23 Persetujuan Impor Nitro Cellulose (NC)

24 Persetujuan Impor Semen

25 Persetujuan Impor TPT

26 Persetujuan Impor -TPT (IKM)

27 Persetujuan Impor -TPT (untuk kebutuhan IKM)

28 Persetujuan Impor Barang Contoh UTTP

29 Persetujuan Impor Mutiara

30 Persetujuan Impor Pelumas

Sl Persetujuan Impor Perkakas Tangan

32 Persetujuan Impor Pupuk Bersubsidi

33 Persetujuan Impor Bahan Bakar Lain

34 Persetujuan Impor Bahan Baku Plastik

35 | Persetujuan Impor Ban API-P

36 Persetujuan Impor Hasil Perikanan Kebutuhan Bahan Baku
Industri/Bahan Penolong Industri (API-P)

37 Persetujuan Impor Intan Kasar

38 Persetujuan Impor Jagung - Bahan Baku Industri

39 Persetujuan Impor Mesin Multifungsi dan Printer Berwarna

40 Persetujuan Impor Minyak Bumi dan Gas Bumi




NO PERSETUJUAN IMPOR

41 Persetujuan Impor Preparat Campuran Mengandung Alkohol

42 Persetujuan Impor Produk Hewan Olahan

43 Persetujuan Impor Produk Hewan Segar (BUMN)

44 Persetujuan Impor Hewan - Sapi Bakalan

45 Persetujuan Impor Produk Hewan Segar (Daging Sapi)

46 Persetujuan Impor Produk Hewan Segar Lainnya

47 Persetujuan Impor Hewan - Lainnya

48 Persetujuan Impor Produk Hortikultura untuk Bahan Baku Industri

49 Persetujuan Impor Produk Kehutanan

50 Persetujuan Impor Produk Kehutanan Barang Contoh

Sil Persetujuan Impor Sakarin dan Siklamat

52 Persetujuan Impor Telepon Seluler

53 Persetujuan Impor Barang Komplementer - Industri elektronika dan
Telematika

54 Persetujuan Impor Barang Komplementer - Industri Hasil Hutan dan
Perkebunan

55 Persetujuan Impor Barang Komplementer - Industri Kecil dan
Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan dan Industri Aneka

56 Persetujuan Impor Barang Komplementer - Industri Kimia Hilir dan
Farmasi

57 Persetujuan Impor Barang Komplementer - Industri Makanan, Hasil
Laut, dan Perikanan

58 Persetujuan Impor Barang Komplementer - Industri Maritim, Alat
Transportasi dan Alat Pertahanan

59 Persetujuan Impor Barang Komplementer - Industri Minuman, Hasil
Tembakau dan Bahan Penyegar

60 Persetujuan Impor Barang Komplementer - Industri Permesinan dan
Alat Mesin Pertanian

61 Persetujuan Impor Barang Komplementer - Industri Semen, Keramik,
dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam

62 Persetujuan Impor Barang Komplementer - Industri Tekstil, Kulit, dan
Alas Kaki

63 Persetujuan Impor Barang Komplementer - Kimia Hulu

64 Persetujuan Impor Barang Komplementer - Sediaan Farmasi

65 Persetujuan Impor Barang Purna Jual - Industri Alat Kesehatan

66 Persetujuan Impor Barang Purna Jual - Industri elektronika dan
Telematika

67 Persetujuan Impor Barang Purna Jual - Industri Maritim, Alat
Transportasi dan Alat Pertahanan

68 Persetujuan Impor Barang Purna Jual - Industri Permesinan dan Alat
Mesin Pertanian

69 Persetujuan Impor Barang Purna Jual - Kimia Hilir dan Farmasi




NO PERSETUJUAN IMPOR

70 Persetujuan Impor Barang Tes Pasar - Industri elektronika dan
Telematika

71 Persetujuan Impor Barang Tes Pasar - Industri Hasil Hutan dan
Perkebunan

72 Persetujuan Impor Barang Tes Pasar - Industri Kimia Hilir dan
Farmasi

73 Persetujuan Impor Barang Tes Pasar - Industri Kimia Hulu

74 Persetujuan Impor Barang Tes Pasar - Industri Makanan, Hasil Laut
dan Perikanan

75 Persetujuan Impor Barang Tes Pasar - Industri Maritim, Alat
Transportasi dan Alat Pertahanan

76 | Persetujuan Impor Barang Tes Pasar - Industri Minuman, Hasil
Tembakau dan Bahan Penyegar

77 Persetujuan Impor Barang Tes Pasar - Industri Tekstil, Kulit, dan Alas
Kaki
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